
 

 

BAB III 

PENUTUP 

Setelah Penulis melakukan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan 

dalam penelitian ini, maka Penulis menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

A. Kesimpulan 

1. Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan perempuan korban 

perkosaan melakukan aborsi karena perkosaan merupakan kejadian yang amat 

traumatis bagi perempuan yang menjadi korbannya. Kehamilan pada korban 

perkosaan ini tidak  kehendaki dan tidak diinginkan oleh perempuan korban 

perkosaan. Hal inilah yang menyebabkan si korban menolak menolak janin 

yang dikandungnya karena dianggap membawa malapetaka dan aib. Faktor-

faktor yang mendorong perempuan korban perkosaan melakukan aborsi 

adalah karena tekanan kejiwaan (psikologis) yang menimbulkan kecemasan, 

depresi, gangguan psikotik pada perempuan korban perkosaan dan belum 

siapnya perempuan korban perkosaan untuk mempunyai anak (terlebih lagi 

jika perempuan korban perkosaan adalah remaja). 

2. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi perempuan korban 

perkosaan yang melakukan aborsi sekarang ini sudah diatur dalam Pasal 75 

RUU Kesehatan yang mengizinkan perempuan yang hamil akibat kejahatan 

perkosaan untuk melakukan aborsi. Namun sebelum melakukan aborsi, korban 

perkosaan yang telah hamil tersebut harus melalui konseling pra tindakan dan 

 

 



 

 

pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor berkompeten dan berwenang. 

Jadi berdasarkan RUU Kesehatan, perempuan boleh melakukan aborsi selain 

karena indikasi medis, juga dikarenakan perempuan tersebut hamil akibat 

kejahatan perkosaan. 

B. Saran 

1. Kasus aborsi korban perkosaan yang terjadi di masyarakat merupakan tanda 

bahwa kehidupan manusia dikepung oleh kejahatan. Kasus seperti ini menjadi 

perhatian kita bersama. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan 

penyuluhan kesehatan, pendidikan seks kepada masyarakat dan memberikan 

pengertian tentang safe abortion agar masyarakat tidak terjebak pada illegal 

abortion. 

2. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa dewasa ini sudah ada 

RUU Kesehatan yang melindungi perempuan hamil korban perkosaan yang 

melakukan aborsi. Sosialisasi terhadap masyarakat ini bertujuan agar 

masyarakat mengetahui pengaturan hukum tentang aborsi di Indonesia 

khususnya tentang peraturan aborsi yang dilakukan oleh perempuan korban 

perkosaan. 
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Hasil Wawancara 

 

1. Bagaimana kondisi perempuan paska terjadinya peristiwa kejahatan 

perkosaan? 

Hasil wawancara: 

Kondisi yang pertama dialami oleh korban adalah syok berat, hal ini 

dikarenakan sesuatu yang selama ini dijaga, tiba-tiba diambil orang lain. 

Apalagi di dalam budaya, keperawanan merupakan sesuatu yang sangat 

“sakral”. Selain syok berat yang dialami oleh korban, ada juga tekanan 

dari masyarakat atau pandangan dari orang sekitar yang bisa menambah 

beban psikis dari si korban. 

2. Proses atau cara-cara seperti apa yang ditempuh untuk menangani 

perempuan korban perkosaan? 

Hasil wawancara: 

Pihak konselor yang memberikan bantuan pendampingan akan 

memebrikan kesempatan pada korban untuk meluapkan segala 

perasaannya, misalnya si korban menangis sambil berteriak-teriak atau 

bisa juga meluapkan perasaannya dengan marah-marah. Selanjutnya 

adalah menenangkan korban dan mengajak korban untuk bercerita secara 

perlahan atas kejadian yang menimpanya. Tetapi pilihan terakhir tetap ada 

pada korban, korban lah yang berhak memutuskan atas dirinya. 

3. Jika terjadi kehamilan pada perempuan korban perkosaan, solusi apa yang 

biasanya diberikan oleh konselor? 

 

 



 

 

Hasil wawancara: 

Hak penuh tetap ada perempuan yang menjadi korban, untuk kasus 

perkosaan jelas ada alasan-alasan yang kuat, mengapa sampai perempuan 

korban perkosaan sampai melakukan aborsi. jadi posisi konselor disini 

hanya sebagai pendampingan dan pemulihan pada korban, khususnya 

pemulihan psikis. 

4. Bentuk pendampingan seperti apa yang diberikan oleh konselor? 

Hasil wawancara: 

Pendampingan yang difokuskan lebih pada kondisi psikologis si korban, 

konselor juga akan memberikan gambaran kehidupan yang akan dihadapi 

atas keputusan yang akan dipilih oleh korban. 

5. Perempuan yang hamil akibat perkosaan, biasanya akan memilih untuk 

tidak meneruskan kehamilannya. Apa yang biasanya mendasari si 

perempuan untuk tidak meneruskan kehamilannya? 

Hasil wawancara: 

Dengan adanya kehamilan akibat perkosaan, hal ini jelas akan menambah 

beban trauma pada korban, karena janin yang ada di dalam kandungannya 

akan terus mengingatkan pada peristiwa yang dialaminya. Karena trauma 

yang ada tidak bisa hilang 100%, trauma itu pasti akan tetap ada. Belum 

lagi bayang-bayang rasa sakit melahirkan dan bayang-bayang akan wajah 

bayi hasil perkosaan, hal ini akan menambah trauma yang selalu dibayang-

bayangi oleh kejadian perkosaan. 

 

 



 

 

6. Apakah pemulihan pada korban perkosaan membutuhkan waktu yang 

lama? 

Hasil wawancara: 

Karena si korban biasanya mengalami syok dan stress berat, maka 

pemulihan korban perkosaan membutuhkan waktu yang lama. Bisa 

berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Hal ini juga tergantung pada 

kondisi individu yang bersangkutan, karena ada tipe individu yang terbiasa 

memanage konflik yang terjadi pada dirinya. Tetapi untuk syok berat yang 

dialami oleh korban perkosaan, tetap membutuhkan pendampingan. Selain 

faktor individu, faktor lingkungan juga sangat berperan dalam hal 

pemulihan korban, dukungan dari masyarakat, keluarga dan teman 

sangatlah penting pada proses pemulihan. 

7. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi perempuan korban perkosaan 

yang melakukan aborsi? 

Hasil wawancara: 

Baru-baru ini sudah RUU Kesehatan baru yang memperbolehkan aborsi 

pada perempuan korban perkosaan, selain karena indikasi medis. Dalam 

hal ini berarti ada perluasan substansi pada Undang-Undang Kesehatan 

yang disesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


